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Abstract

This study is a study of ushul figh relates with the law of the transaction
between individuals in relation to the property. In that fransaction is
sometimes used the term of the engagement (al-iltizam) and agreement
(al-agd), both of which are often interpreted and used in different
contexts. [ltizam is closely related to the case of alhaq (right), which is
something that arises as a form of human relations. Therefore, the
fulfillment of such rights is bound by rules that must be complied with, In
addition, something arising from the relationship between humans,
sometimes m the form of the agreement. Both became important in the
discussion of Islamic law,
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A. Pendahuluan

M amalah merupakan salah satu bentuk ajaran syari'ah * yang dikan-
dung al-Qur'an. Di samping itu ada juga yang berbentuk ajaran “badah.
‘Ibadah mengatur tata cara umat Jslam berhubungan dengan Allah,

sedangkan mu ‘amalah mengatur hubungan sesama umat manusia, demi
menciptakan kemaslahatan dan menolak segala bentuk bahaya
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Lihat Ahmad al-Khatib, a-Figh al-Mugzan (Kairo: Dar al Talf, 1957), him. 8 Dalam
perjalanan sejarah, hukum lslam tersebut sedilitnya telah melahidkan empat macam
Pnﬂﬂg}miﬁthhldwbﬁkﬂmﬁhvauhnm',hpuumgadﬂmﬁgaquan
peraturan perundangan di negeri Muslim. Lihat, Ahmad Rofiq, Hidaen Flan di Indonesia
(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), him. 31-33. Keempat macam produk tersebut
secara umum-—dapat disebut bulaim Tslam (fldh).

? Lihat lebih larjut Mahmud Syaltut, ol Islam *Agidah wa Syari'ah (Kairo: Dar al-
Qalam, 1966), him. 11-12; 7.
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Hukum muamalah menurut istilah kontemporer dikembangkan
menjadi beberapa macam.? Al-ganun al-madany (hukum perdata atau hu-
kum sipil)* merupakan salah satu bentuk hukum rmu'amalah. Hukum
perdata ini dibagi merjadi dua; al-ahwal al-syakhsiyyah (hukum vang
mengatur hubungan individu dengan keluarganya), dan mu amalah
dalam arti alahwal al-‘mymiyyeh (hukum yang mengatur hubungan
transaksi antar individu kaitannya dengan harta benda)” Di antara yang
berhubungan dengan hukum yang terakhir ini ada yang berbentuk
perikatan dan perjanjian. Kedua masalah ini akan kifa telaah dalam
perspektif usul figh, sehingga diketahui bentuk istinbat al-fukm (peng:-
galian hukum) yang dilakukan fugaha’ dalam merumuskan pemikiran
fikihnya. Oleh karena objek kajian perikatan dan perjanjian itu sangat
Juas, tulisan ini hanya mengkaji tentang syarat, rukun (perjanjian) dan
hal-hal penting yang terkait dengan keduanya saja.

B. Perikatan (Iltizam) dan Perjanjian ("Agd) dalam
Hukum Islam
1. Pengertian Perikatan dan Sumber-sumbernya

Perikatan, dalam hukum Islam diistilahkan dengan dtizam. Istilah ini
dibedakan dari ‘agd yang diartikan dengan perjanjian.® Dalam Undang-

* Lihat misalnya "Abdul Wahhab Khallaf, 'Iim Lsd al-Figh (Eourwait Dar al{ Jalam,
t.fh), hlmn. 32-33; Muhammad Abu Zahrah, Usd al-Figh (Beirut: Dar al-Kutub al-" Azabi,
tth.), hlm. 95-8; Syaltut, al-Jslar, him. 488490,

4 Dalam hukum umum, istilsh hukum perdat dalam arti uas mencalup sehmuh
hukum privet materil, yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentmpgan-
kepentingan perseorangan. Ada juga yang memakai istilah hulkum sipil urtuk hukum
privat materiil. Namun karena perkataan “sipil “ juga lazim dipaka sehagai lawan dari
“militer”, maka lebih baik dipakai istilah hukum perdata. Lihat Subekti, Pokok-pokok
Hudan Perdata (Jakarta: Intermasa, 1996), cet. X(VIIL him_ 9. Sedangkan dilihat dan segi
penbeglanhulmh:kumpudaﬁm1yakaHMmdaﬁhuhunpub]ﬂ¢Pembagt'm
ini berdasarkan isi hukum dengan melihat kepenfingan yang diatur cleh hukum. Lihat
1J. Van Apeldom, Pengantar Iintu Hidaon (terjemahan Oetarid Sadino) (Jakartz: Pradnya
Paramita, 1993), cet. 300V, him. 171

5 Lihat "Abd al Raziq Ahmad al-Sanhury, Nazariyyh al-* Agd (Beirut: Daral-Fikr, tth),
hlm 1-2

& Mermrut etimologi, antara iltizam (perikatan) dan “agd (perjanjian) tidak nampak
jelas perbedasnnnya secara prnsipil. Jizam diartikan dengan 1'tinag (berpelukan).
Sedangkan ‘wgd diartkan sebagai nagid alhall (lawan terurai). Lihat Jamaluddin
Muhammiad b, Mukarram al- Ansary, Lisan al-"Arab (Beirut: Dar al-Sadir, , 1995), Juz XII,
hlm. 542 dan Juz IL him. 296, Demikian juga dalam Bahasa Indonesia. Perikatan
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undang hukum perdata Perancis, definisi term ilfizam masuk dalam
definisi “agd. Sementara dalam Undang-undang hukum perdata Mesir,
menggunakan term {a'ahhud sebagai ganti dari term ilfizam. Dari
perbedaan ini, al-Sanhury memilih term iltizam yang dapat menampung
makna yang dituju. Karena, term fa'ahhud hanya digunakan untuk
bentuk perikatan yang sumbernya ‘agd, sedangkan iltizam di samping
mencakup perikatan yang bersumber dari ‘agd juga yang bukan berasal
dari ‘agd’ Dengan demikian, perikatan itu lebih umum dan luas
daripada perjanjians

Definisi diizam dalam Undang-Undang Mesir yang mengadopsi
Undang-Undang Perancis tersebut berpangkal dari Undang-Undang
Romawi sebagaimana dikutip oleh Pothier. Orang-orang Romawi
mendefinisikan dtizam dengan: ikatan yang bersumber dari undang-
undang (hukum) yang mengharuskan kita untuk memenuhi sesuatu
sesual dengan undang-undang tersebut. Sedangkan Paul menyatakan:
“suatu iltizam terwujud jika ada orang lain yang mampu memaksa kita
untuk memberikan sesuatu, atau melakukan pekerjaan, atau mencegah
suatu pekerjaan”. Dari kedua definisi tersebut kemudian digabungkan
oleh Pothier menjadi: “ikatan yang bersumber dari undang-undang
yang mengharuskan kita pada orang lain untuk memberi sesuatu, atau
melakukan suatu pekerjaan, atau mencegah dari suatu pekerjaan” ?

didefinisikan dengan hukum sikap tindak jamak pihak untuk mengadakan ikatan
hukum. Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan & Pengembangan Bahasa, Kamus
Besar Bahasa Indomesia (Jakarta: Balal Pustaka, 1999), hlm. 368, 401, Sementara dalam
kamus hulum diartikan perjanjian atau persetujuan diistilahkan dengan verbintenis.
Lihat misabnya Sudarsono, Kamies Hukzon (Jakarta: Rineka Clipta, 1999), him. 547,

7 Al-Sanhury, op. at, him. 1. Lihat dan bandingkan dengan Muhammad Salam
Madlax, al- Madkial i al-Figh al-Islamy Tarikhuh wa Mashadin we Nazhariyatuh al-
Arrsmmak (TEe: Dar al-Nahdah al-" Arabiyyah, 1960), hlm. 507-508.

# Dalam hukum perdata yang diatur dalam Bulau T B.W. (Burgerlifk Wefboek) juga
merumjukkan bahwa perikatan lebih luas dari istilah perjanjian. Meskipun dalam Buku
III itu sebagian besar berisi perikatan yang timbul dari persetujuan atau perjanjian,
namun ada juga tentang hubungan hukum yang sama sekali tidak bersumber pada
suatu persefujuan atau perjanjian. Seperti, penkatan yang timbul dari perbuatan
melanggar hukum (anrechimatige), dan akibat pengurusan kepentingan orang lain yang
tidak berdasarkan persetujuan (zagkzoammeming). Lihat Subekt, ank-mrir: Hulam
Perdata, him. 122,

* AlSanhury, op. ¢t hlm. 12,
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Dari beberapa pemikiran tentang pengertian idtizam, al-Zarga
akhimya memberikan definisi dfizam yang menurutnya merupakan
definisi terbaik, vaitu: “adanya seseorang dibebani dengan suatu per-
buatan, atau dilarang berbuat sesuatu demi kemaslahatan orang lain”.
Tuntutan untuk berbuat sesuatu itu disebut fltizam fabiyyah (perikatan
positif). Sedangkan tuntutan yang berbentuk untuk tidak berbuat
sesuatu disebut dtizam salbiyyah (perikatan negatif).™

Pembicaraan tentang iltizam tersebut sangat terkait dengan masalah
al-hag (hak). Oleh karena idfizam merupakan bentuk hubungan antar
manusia, maka dalam melakukannya mereka terikat oleh aturan-aturan
yang harus dipatuhi bersama yang dikenal dengan sebutan hak.
Meskipun terdapat macam-macam pemikiran fentang hak, namun
setidaknya ada dua makna pokok tentang hak. Pertamg, hak diartikan
dengan sekumpulan kaidah dan teks-teks tasyri—yang mempunyal
nilai paksa—mengatur hubungan manusia antara individu dengan
harta benda. Makna ini lebih dekat kepada pemahaman khitab al-syari’
(titah pembuat syari'at) yang sinonim dengan term hukum dalam
pandangan pakar usul fikih, atau arti garun dalam terminologi pakar
undang-undang. Kedug, hak berarti al-sultah wa al-makingh (kekuasaan
dan kekuatan) yang dituntutkan, atau berarti tuntutan yang wajib
dilakukan seseorang kepada orang lain. Hak dalam arti seperti inilah—
yang secara umum —menjadi objek kajian. Dari pemahaman artinya
yang umum, hak itu banyak macam dan pembagiannya. Dalam makna
seperti inilah tidak ada definisi -yang dikemukakan pakar hukum Jslam
dan undang-undang- secara tepat dapat mencakup seluruh macamnya.
Namun al-Zarga' kemudian mendefinisikan hak dengan: “suatu ikhirsas
(privilage! kekhususan) vang ditetapkan oleh syara’ yang berupa ke-
kuasaan atau pembebanan”. *

® Mustafa Ahmad al-Zarqe, al-Madkhal al-Fighy al-"Am, Juz | (Damaskus: al-Adib,
1967-1968), him. 436437, Lihat juga al-Madkhal al-Fighy al--Am Nazwriyyat al-lltizam al-
‘Anmnah, Juz 10, hlm. $1. Pengertian tersebut nampaknya sejalan dengan pengertian
hukum perdata (BW) yang disebutkan dalam Pasal 1234: “ perikatan ditujukan unfuk
memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”. Lihat
Niniek Suparni, Kitsb Undang Undang Hukam Perdata, Andi Hamzah (ad), (Jakarta:
Rineka Cipta, 1998), cet. TV, him. 315.

1 AlZarga, tud, Juz I, him. %10, AlSenhury mendefinisikan hak dengam:
“guatu kemaslahatan yang mempunyai nilai kebendaan yang diberikan oleh hulamm
kepada individu”. Al-Sanhury, Nasariyyah, him. 2.
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Hak dibedakan menjadi dua; haq ‘ayni dan hayg syakhsi. Hag myni ada-
lah kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang atas se-
suatu fertentu sehingga seseorang itu mempunyai hak tertentu atas
sesuatu tersebut. Hak semacam ini dibatasi dalam hukum, misalnya hak
kepemilikan, hak pemanfaatan, dan lain-lainnya. Sedangkan hag syalhsi
yang identik dengan dtizam (disebut dengan hag syakhsi bila dilihat pihak
da’tn [pemberi pinjaman/hutang], dan disebut ftizam bila dilihat dari
pihak madin [orang yang pinjam/hutang]) adalah hubungan antara dua
pihak (da’in dan madin) yang memberi hak kepada si pemberi hutang
menuntut kepada si berhutang untuk berbuat atau untuk tidak
berbuat.* Pengidentikan hag syakhsi dengan iltizam tersebut menurut al-
Zarqa' dipandang tidak tepat. Meskipun terdapat persarnaan antara
keduanya seperti dalam unsur-unsur yang membentuk keduanya,
namun ada sisi perbedaannya seperti dalam tabi'gh tiabiyyah (sifat yang
bernilai positif) dan salbiyyal (negatif) pada keduanya. Tabi'ah hag syakhsi
bersifat jjabiyyah yang didasarkan atas tujuan agar dipenuhi tuntutan
dan tidak memenuhi pada salah satu pihak. Sementara tabi'ah ftizam
bersifat salbiyyah yang didasarkan atas pemikiran pemenuhan atau
kebutuhan dengan menyelesaikan janji dan tanggungan dari pihak lain.
Jadi, antara hag syakhst dengan iltizam hanya terdapat hubungan saling
timbal balik (fagabul) sebagaimana antara memberi dan menerima 13

Adapun tentang sumber-sumber perikatan, merurut al-Zarga), istilah
Smnber—mm]berpeﬁkatandiarﬁkandengansegalammaukejadian
}'angdaﬁnyala}drsebuahpeﬁkam]adimmaberdisirdmmjawab
pertanyaar: “dari mana lahirnya tizam?” * Sedangkan al-Sanhury men-
definisikan sumber perikatan sebagai sebab yang bemuansa hukum
(perundangan) yang dapat mewujudkan perikatan.15

Berdasarkan penelitian induktif dan mengintroduksi pemikiran fikih,
al-Zarga’ meringkas sumber-sumber perikatan menjadi lima (5)
macam;’® al-‘agd (akad)”, al-fradah al-munfaridah (kemauan sepihak), 1 al-

= Al-Sanhury, iid,, him. 2. Al-Zarqe', did, hirm.. 15-18,

» Al-Zarga', id,, him. 50-51.

1 Al Zarg, ibid,, him. 84.

15 Al Sanhury; op. eit, him, 72.

1 Al-Zarqa', op. cit, him. 85-92.

7 Contobnya bentuk bentuk perjanian yang dilakukan dua pihak (arafirs),
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fi'l al-dar (perbuatan yang berbahaya),”® alfi'l al-ngfi” (perbuatan yang
bermanfaat),® dan syara” (hukum).*! Sementara itu, menurut al-Sanhury
kelima hal tersebut tidak cukup dipandang sebagai sumber perikatan.
Karena, para pemikir hukum Islam tidak membuat bab khusus yang
mengkaji tentang perikatan, sumber dan efek yang ditimbulkannya.
Karena itu, sumber-sumber perikatan tersebut perlu dilihat kembali,
apakah semua itu diakui sebagai sumber perikatan oleh syariat Islam.
Sumber-sumber tersebut harus dikembalikan ke asas mantigy (dasar
Jogika)? Berdasarkan hal ini, sebab-sebab tersebut tidaklah hanya ter-
batas pada hag al-syakhstyyah, melainkan juga pada hag al-‘ayniyyah.
Menurutnya, sumber-sumber perikatan pada dasarnya berupa al-waga’t”
al-ganuniyyah dan al-tasarrufat ataw al-a'mal al-qanuniyyah = Pernikiran al-
Sanhury ini dikomentari al-Zarqga', bahwa al-waga'i itu ada yang bersifat
tabiiyyah (alamiah), dan ada juga yang bersifat ikhtiyariyya (diciptakan).
Sedangkan al-waga’i’ al-ikhtfyariyyah itu adakalanya berupa a'mal mad-
diyyah dan ada yang berupa tasarrufut syar tyyah (al-ganuniyyah). Adapun
tasarrufat syar'fyyah ada yang berbentuk sebelah pihak dan ada yang
berbagai pihak. Berdasarkan hal ini, sumber perikatan yang berupa ‘agd
dan kemauan sepihak masuk dalam tasarrufat syariyyah. Sedangkan
sumber al- amal a-dar dan al-“amal al-nafi’ masuk dalam a'mal maddnyyah.
Adapun @'mal maddiyyah dan tasarrufat syar tyyah keduanya termasuk al-
waga'i’ al ikhiiyariyyah dan sebagai bandingannya adalah al-waga’t” al-
thabi'fyyah yang menisbatkan sumber-sumber perikatan ke syara’
(ganun) 2

Sementara dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan
bahwa suatu perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena

w thwapmjarﬁimymgdﬂakukmsamasc@hak[&mfﬂuﬁd],mpaﬁ
wiakaf dan wasiat.

1 Contobnya perbuatan merusakkan barang milik seseorang sehingga dia hamus
menggantmya.

% Contohnya seseorang yang membeli sesuatu kemnudian diketahui pada waku
berikutnya sesuatu itz menjadi milik orang lain sehingga dia mengembalikan kepada
si penjual.

2 Contohmya seorang ayah yang harus memberi natkah pada anaknya

2 Al-Sanhury, op. cit, him. 62-63.

= Jhid, him. 72-76.

% A} Zarg, op. cit,, hlm. 88.92.
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undang-undang (Pasal 1233).% Selanjutnya disebutkan, perikatan yang
lahir karena undang-undang, timbul dari undang-undang sebagai
undang-undang atau dari undang-undang sebagai akibat perbuatan
orang (Pasal 1352). Perikatan yang lahir dari undang-undang sebagai
akibat perbuatan orang, muncul dari suatu perbuatan yang sah atau
dari perbuatan yang melanggar hukum (Pasal 1353).2

2. Perjanjiamn: Pengertian, Macam, Rukun dan Syarat-syarat

Pengertian tentang perjanjian ( ‘agd) bermacam-macam tergantung dari
perspektif vang digunakan. Menurut terminologi fugaha’, ‘agd adalah
irtibat ffab bi qabul “ala wajhin masyru” yathbut atharuh fi mahallih (hubungan
antara fjab-gabul menurut aturan yang digariskan, dan efeknya terwujud
di tempatniya). Adapun dalam istilah perundang-undangan, ‘agd adalah
ittifag iradatayn “ala insya” haggin aw "ala naglih @o “ala inha’th (kesepakatan
dua kehendak untuk mewujudkan suatu hak, atau memindahkanmya,
atau mengakhirinya)” Dari dua definisi ‘wgd tersebut, al-Zarga'
berpendapat bahwa definisi versi perundang-undangan tersebut ghayru
mani’?® Karena itu, definisi ‘agd yang dikernukakan fugaha’ itu lebih
dalam maknanya dan lebth kuat dilihat dari segi logika, meskipun
definisi versl perundang-undangan lebih jelas bentuknya dan lebih
mudah dipahami dalam dunia pembelajaran.?

Demikian juga, jenis dan bentuk perjanjian terbagi menjadi ber-
macam-macam tergantung sudut pandang yang digunakan, Ada ke-
mungkinan satu bentuk perjanjian diberi sifat lebih dari satu, sehingga
melahirkan satu bentuk perjanjian yang masuk lebih dari satu jenis
pembagian. Di antara sudut pandang yang melahirkan perbedaan jenis
dan bentuk perjanjian adalah:

1. Dari segi pembentukannya, perjanjian adakalanya berbentuk per-
janjian rida’s, syakli, dan “ayni;

% Niniek Suparmi, Kitah Undang-Undang, him. 315.

% Jbid,, him. 336.

¥ AVFarga, op, b, Juz I, hlm, 291252,

* Menunit ‘im @y (logika), di anfara syarat sebuah definisi itu harus
Jamt (wotarid) dan s (e 'alds). Jomi® berarti harus dapat memasukkan semua
unsur yang termasuk di dalam ri arraf (sesuatu yang didefinisikan). Sedangkan mani
berarti dapat menolak sesuatu lain yang tidak termasuk o armaf,

B Al-Zarga’, op. i, Juz T, hlm. 295,
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2. Dari segi objeknya, perjanjian dibedakan menjadi perjanjian niusanma,
ghayry musamma, dan adakalanya berupa perjanjian basit dan
mmkchtalit;

3. Dari segi efeknya, perjanjian adakalanya berupa perjanjian dhati,
ittifaq munazzam, adakalanya mengikat dua pthak atau sepihak, serta
ada juga yang berbentuk perjanjian mu awadah atau tabarry’;

4. Dari segi sifat alaminya, perjanjian ada yang berupa muhaddad atau
ihtimali, adakalanya berupa perjanjian fauri atau mustamir, serta
adakalanya berupa perjanjian asl atau thaba'i."’

Suatu perjarjian dinyatakan berlaku, jika terdapat unsurunsur
tertentu yang mengandung kriteria yang telah ditetapkan. Ketentuan
inilah yang sering disebut dengan istilah syarat dan rukun.® Unsur-
unsur pokok yang harus ada dalam suatu perjanjian adalah:

1. Al Agidlal-Muta agidmm (orang yang mengadakan perjanjian);

2. Sighat (sesuatu yang menunjukkan adanya kehendak melakukan
perjanjian dari para pelaku perjanjian);

3. Mahall al-"Aqd/Ma’qud "Alayh (hal yang di dalamnya terdapat efek
dan hukum dari adanya perjanjian); dan

4, Mawdu® al-"Agd (fujuan inti dari pelaksanaan perjarjian).*

berhik perjanjian tersebut, lihat Al-Sanhury, Nazzrnppdh, him. 111-144. Bandinghan
misah}'admganpanbagimpmjmjimyangdﬂﬂmtdaﬁ sudut pandang yang berbeda,
berikut dalil yang dikemukakan fugaha’. Sudut pandang lannya misalnya, melibat
perjanjian dari segi fudm al-wad By, fadom ol taklify, dan lain-laimmya. Lihat Muslim
Ibrahim, Nezariyyah “Ammak i al-"Aqd wa al-Faski i al-Figh al-Tslami al- Mugaran (TXt:
T.Pn, T.Th), him. 16-37.

3 Dalam terminologi Usul Figh, antara syarat dan rulam itu mengandung segl
pmaﬂmmmmhgusmwmmmadahh,kﬂmﬂmsada
(dipernzhi) dalam suatu perbuatan hukum. Sedangkan perbedaanmya, syarat bukan
termasuk bagian integral dari substansi perbuatan hukum itu, sementara rukun
merupakan bagian yang tak terpisahkan dari substansi perbuatan hulum tersebut.
Lihat misalnya Wahbah al-Zuhayli, Usal al-Figh al-Islamy, Juz 1 (Damaskus: Dar al-Fiks,
1986), hln. 100,

3 Keempat unsur pokok dalam perjanjian tersebut sering juga disebut sebagal
rukun perjanjian. Namumn ada juga yang menyebut nukun perjanjian yang berupa sighat
(fia-gabul) harrya sebagai salah satu dari umsur pokok perjangian. Jadi dibedakan antara
nhmpﬂjmfﬂndmgmmm-immhﬂaym\ghmusadﬂdaiammmmpﬁﬁuﬂiﬂn
yangkadangdjﬁﬂak@dmganqﬁrmd-‘aqidanadamdmgmisﬁhhm

“alayh wguf al-agd. |ihat misalnya al-Zarqa(, al-Madkial, Juz 1, him. 312:318;
Salamn Madlarr, al-Madkhal, him. 509511, Sedangkan menurut BW, suatu perjaryian
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Masing-masing dari unsur pokok tersebut harus memenuhi syarat-
Syarat fertentu agar suatu perjanjian sesuai dengan aturan syara
(perjanjian dianggap ada dan terjadi ). Syarat-syarat ini ada yang berupa
syarat umum (harus dipenuhi pada setiap perjanjian apa pun macam
dan bentuknya)® dan syarat khusus (hanya harus ada pada sebagian
perjanjian dan tidak pada perjanjian yang lain).

Di kalangan fuqaha’ mazhab, perbincangan tentang rukun dan
syarat perjanjian tidaklah dikaji dalam bab tersendiri. Mereka mem-
bahas rukun dan syarat yang harus ada dalam setiap perjanjian dalam
masalah al-bay” (jual-beli). Sedangkan dalam bentuk perjanjian lainnya
baru disebutkan rukun dan syarat khusus yang berbeda dalam al-bay" 3
Untuk memperoleh gambaran perbedaan tersebut, penulis uraikan
sekilas tentang hal-hal pokok.

Dalam mazhab Hanafi, rukun perjanjian jual-beli itu hanya satuy,
yaitu sighat yang berupa fiab-gabul. Sedangkan untuk terjadinya per-
janjian jual beli harus memenuhi beberapa syarat (syara’it al-in‘igad)®

@gmhhmsmmuﬁm:patsyamtpaizhwnwngbdwsdmitmgﬂrmgymg
mengikatkam dir, keakapan untuk membuat suatu perjaryian, suatu hal ferbertu
yang diperjanjikan, dan suatu sebab atau cmsa (oorzagh) yang halal artinya tidak
terlarang (Pasal 1320). Lihat Subeldi, Pokok-pokok Hukum Perdata, him. 134

ﬁﬁd?axqa'myd:uﬂmnadam?aiur&h@whuiﬂqﬂ@uﬂubﬂﬁﬁmhmm
d-‘rx;dE.ijmrﬂz,Anhy%md-@dmw‘mﬁmgﬂmm‘mmﬂnym@rﬂ-
‘agd svara’im ngadih al-khassah bik, An yakuna al-'agd mufiden, Baga' al-jab sahihan da
e al-gabed, Hihad malis al- agd, al-Zarga, op. cit, Juz I hlm. 341,

* "Abdurrahman alJaziry menyebutkan rukun pegangian jual-beli ada 3, yaitu:
sighat.al-"aqid, dan ma'gud “alayh. Karena masing masing terdiri dari dua macam, maka
rukun tersebut menjadi 6 macam. Di sini fugaha’ macdhhab berbeda pendapat tentang
syarat masing-masing rulam tersebut. Lihat lebih lanjut dalam bukunya al-Figh “ala
Madhaitly al-Arba'ah, Juz 11 (Kairo: Dar al-Hadits, tth.), him. 141-153; Salam Madkur, al-
Madiial, hlm. 512-530. Lihat juga Sayyid Sabiq, Figh al- Swmaly, Juz 1T (Beirut: Dar al-
Fikr, 1998), Cet. TT, hlm. 91-100.

* Dalam rmadhhab Hanafi, syarat-syarat dalam perjanjian jual beli dibedakan
merjadi empat macam; syarth aloriged (sesuatu yvang menjadi terjadinya suatu
perjanjian), syarth al-nafiudh (sesuatu yang tanpanya hukum tidak dapat ditetapkan,
nmhpmkmimgwafupﬂbmmdapmmdlmpmﬁLsywﬂ:ds@gzh{mam
}rmgmrgwryamm}rebabkmhﬂaksahmmmhuhmmﬁpmmnpmyamm
s dapat quadidmbcrlmr:nggldmsmaIum{mm?mgmmya
suatu perjarian jual-beli tidak dapat tetap, meskipun tanparya dapat tefjadi dan
berlangsung) . Lihat misalnya Abi Bakr b. Mas'ud al Kasani, Bade's al-Shina's fi Tartib al-
Syara’t, Juz V ( Beirut: Dar al-Kutub al-Timiyyah, th), him. 135, Di antara syarth al-
nafadh adalah al-mik wal wilzyeh, Sedangkan syarth al-sihhak sebagiannya merupakan
sanm%wmn&m‘wdan@md-nqﬁuﬂaﬁalhinymgwmmkmdﬂ@m
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Syarat-syarat tersebut juga berbeda tergantung terkait dengan al- ‘agid, al-
“agd, makan al-"agd, atau ma qud “alayh.

Syarat al-'agid di antaranya harus berakal. Karena, keahlian untuk
melakukan suatu perbuatan hukum itu merupakan syarat terjadinya
suatu perbuatan hukum. Keahlian tersebut tidak dapat terwujud tanpa
adanya akal. Sedangkan bulugh (kedewasaan) bukan menjadi syarth al-
im'igad®* Karena itu, menurut Hanafiyyah, sabiy dapat melakukan
transaksi jual-beli jika ada bimbingan atau fjin dari walinya. Hal ini di-
karenakan sabiy termasuk ahlnyyat al-ada” al-gasirah (sahnya seseorang
melakukan perbuatan hukum yang belum sempuma). Pemnikiran se-
macam ini sejalan dengan pemikiran usul figh mazhab Hanafi tentang
ahliyyat al-ada’. Menurut mazhab ini, seseorang baru terkena beban
hukum untuk melakukan perbuatan hukum secara sempurna (zhliyat
al-ada’ al-kaomilgh) manakala telah mempunyai kesempumaan akal
Namun kesempurnaan akal ini bersifat abstrak, sehingga syara’ meng-
gantinya dengan sebab yang konkret berupa bulugh. Bulugh inilah yang
menjadi sandaran ada dan tidaknya hukum. Dengan bulugh seseorang
telah berhak melakukan perbuatan hukum apa pun jenisnya, ibadah
maupun akad-akad lainnya.®”

Sedangkan syarat yang terkait dengan al-‘agd adalah gabul harus
sesuai dengan ijah.** Adapun yang berhubungan dengan makan al-'agd,
perjanjian jual-beli harus ittthad al-majlis (satu tempat).”” Sedangkan
syarat ma’qud "alayh harus mawjud (ada), sehingga tidak boleh menjual
ma'dum (sesuatu yang tidak ada) dan sesuatu yang mengandung

adalah ma'qud “alayh harus diketahui dan dapat diserahterimakan. Lihat lebih lanjut
him. 148, 156, 168. Dalam madhhab Syafi'i dan Hanbali, hanya dikenal dua macam
syarth yaitu syarth al-sthhah dan syarth al-luziem. Sernentara di kalangan Maliki ada tiga
macam, yaita syarth al-sihhah, syarth al-lizaen, dan syarth al-nafadh. Lihat Muslim Tbrahim,
Nazartyyah "Armmah, . 12

% i samping berakal, al-'agid juga harus berbilang, Karera ity satu orang
fidaklah patut melakukan akad dari dua pihak dalam perjanjian jualbeli. Lihat al-
Kasani, Bada T, him. 135,

17 Abi Bakr Muhammad b, Ahmad b. Abi Sahl, Usd al-Sarabhsy, Juz TT (Mesir: Dar
al Kitab al-'Araby, 1372), him. 340-341, 349. Lihat juga 'Abd al-'Ali Muhammad b.
Nizam al-1%n al- Ansary, Faatth al-Rahamt b Syarh Muslim al-Thubut fi Uswl al-Figh, Juz
I {Beirut: Dar al-Fikr, th.), hlm. 160,

3 Al-Kasani, Bada T, him. 136.

I, hlen, 137,
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bahaya karena tidak ada®® Di samping itu, ma'qud “aayh juga harus
berupa mal (benda).

Berbeda dengan mazhab Hanafi, rukun perjanjian (jual-beli) bagi
mazhab Syafi'i selain sighat, juga al-'agid, dan ma'qud “alayh. Sedangkan
masing-masing rukun itu juga harus memenuhi syarat-syarat tertentu.
Misalnya, harus ada kesesuaian antara fjab dan gabul. Ma'qud ‘alayh
harus bermanfaat, suci,* dapat diserahterimakan.*® Sedangkan si al-‘agid
harus rasyid (dewasa),* punya kebebasan antara membatalkan dan me-
neruskan perjanjian, di samping dia harus punya kekuasaan, baik

Wlmgmpal—bdlsemamymgtﬁakmmpakdﬁmkmalmwﬁuk
meniadakan unsur gharar (ketidakjelasan sifat dan rupa). Namun ada sedildt
an antara Hanafi dan Sya.ﬁLMﬂmmtS}-aﬁLgfm}-mgdapatmnbalaIkmm-beh
adalah yang meniadakan ketamakan seseorang untuk memaksa orang Jain schingga
rela dengan perjarjian mppndmgmmg}wwﬁqﬁ@mghdak;&hs}%
rnmtarallamﬁhanvanmadﬂcan gharar sebagai alasan batalnya jualbeli
sesuat yang tidak nampak. Syihab al-Din Mahmud b. Ahmad al-Zanjani, Tk al-
Fura’ “ala al-Usd (Damnaskus: Jami'ah Damaskus, 1962), hlm. 63.

4 Al Kasani, gp. it hlm. 135-140,

“HmunﬁalﬂyHELmJaMymlnwab&iehdquaﬂﬂMxﬁﬁdmlgkm}mgmps
tidak boleh. Alasannya adalah, najis itu sesuatu yang harus dijpuhi dan dilarang
mendekatinya, padahal jual-beli merupakan sarana untuk melakukan pendekatan
{kepada Allah). Sermentara dalam pandangan Abu Hanifsh, pembolehan jualbeli
sesuaty itu didasarkan atas manfaat dan tidaknya sesuatu itw. Karena i, anfing vang
Hhﬁimﬁmmi%ﬁﬁlﬂdﬂkbﬂﬁd@ﬁbﬁkmdﬂﬂhﬂﬂkmmwmm&
kerusakan dikarenalan najis. Sementara memurut kelompok Hanafi, anjing tersebut
boleh dijualbelikan dan harus mengganti jika tefadi kerusakan atasnya. Al-Zanjani,
Takfmij him. 89-9().

* Muharnmad b. Idris al-Syafi'i, al-Unor, Juz IV (Betrut: Dar al Fikr, tth.), hlm. 200
21. Tbrmx Chadamiah (salah seorang pengilart Hanbali) juga mengangzap tidak sah jual-
beli sesuatu yang dak dapat diserahterimakan, misalnya menjual burung yang
ﬂrbangd:udmlhlmdﬁasa:kanams}iaddsﬂahymnnﬂamngmy al-gharar (jual
beli sesuatu vang tidak jelas sifat dan rupanya). Ibru Qudamah al-Magdisy, af Mughri,
Juz IV (Beirut: Dar al Kutub al-Timiyyah, 1994), him. 144, Sementara iy, larangan jual
beli bush-bushan sebelum tampak matng, menumt Tbru Qayyim didasarkan atas
metode sadd al-dhart ah (menyumbat jalan). Larangan tersebut dimaksudkan agar tidak
merjadi sarana memakan harta dan menganiaya si pembeli dengan arm yang tidak
benar. Lihat Tbr: Qayyim al-Jawziyyah, ['lam al-Muzsaggi'in ‘an Rabb gl Alamin, Juz T
(Beiret Dar al-Fikr, 1977), hlm. 169,

# Dalam madhhab Syafi'i, jualbeli yang dilakukan anak kecl adalah batal,

Sementara menurut kelompok Hanafiyyah sah dengan bimbingan si wall Al-Zangmi,
Takdrrij hlm. 88, Lihat juga foomote nomor 37.
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dengan hak kepemilikian, wilayah, atau memberi jjin, serta harus tahu
kondisi ma'qud “alayh.s

Meskipun fugaha’ berbeda dalam menentukan rukun dan syarat
perjanjian, mereka sepakat bahwa sighat merupakan rukun perjanjiarn.
Sighat yang disepakati adalah yang berupa gawl (ucapan) dalam bentuk
fjab-gabul. Sementara dalam bentuk fi'li (perbuatan) seperti jual-beli
mu atah,* fugaha’ berbeda pendapat. Kalangan Hanafiyyah memboleh-
kan jual-beli muatah karena sama-sama menunjukkan adanya saling
rida (kerelaan) antara kedua pihak.¥ Namun menurut al-Syafii, hal
yang dianggap dapat menunjukkan ridha keduanya hanyalah dalam
bentuk djab-gabul saja, sehingga tidak boleh menyamakan hal lain
dengan keduanya. Pendapat Abu Hanifah oleh al-Zanjani dinilai lemah.
Karena, meskipun mu'atah menunjukkan adanya unsur ridhg, namun
syara' hanya mengakui bentuk ridha yang dikandung oleh ijab-gabul. *

Sementara ity, al-Sanhury setelah mengemukakan rukun perjanjian
dalam hukum perdata Perancis yang meliputi empat macam; ridha,
keahlian, mghall, dan sabab, dia akhimya hanya menganggap ridha
sebagai satu-satunya rukun perjanjian. Menurutnya, keahlian itu hanya
sebagai syarat bagi adanya ridha, bukan sebagai rukun yang berdiri
sendirl. Sementara mahall, dan sabab bukanlah rulun perjanjian me-
lainkan sebagai rukun perikatan.#

4 [ jhat lebih lanfut Zakariyya b. Muhammad al-Ansary, al-Ghurar al-Bampah fi
Syarh Manganah al- Bahjah al-Wardiyyah, Juz IV (Beirut: Dar al-Kutub al-Timiyyah, 1997),
Cet.  him. 398-462. Lihatjuga " Abdullsh b. Hiazy al- Syafi'i, Hasyiyah al-Syarqauoy, Juz T
(Beirut: Dar al-Futub al- Timiyyah, 1957), hlm. 38-43.

* Adalah suatu prakiek jual-beli yang bentuk persetujuanmya divuudkan dalam
bentuk perbuatan.

¥ Pembolehan mmuatah oleh Hanafiyyah diistibantkan dari ayat-ayat tertang
tiarah yang menurutnya tidak ada yang mengharuskan dalam bentuk ucapan (jab-
qubul). Jadi selama ada bentuk pertukaran sesuatu yang menjadi hakekat jual beli yang
dalam mmetah diwujudkan dalam bertuk mengambil dan memberi. Ucapan (fab-
guaindd). hanyalah sebagai peturquk saja. Al-Kasani, Bada?, him. 134.

# Al-Zarjani, Takhrj him. 62-63.

% AlSanhury, op. cit, him. 147, Pendapat AlSanhury yang menjadikan rids’
sehagai satusatunya rukun perjanjian bila dikaitkan dengan pemikiran usulfiyun
berarti menjadikan hifnah sebagai landasan hukum. Hal ini idak sejalan dengan
pendapat mayoritas yang menjadikan landasan hukum dalam bentuk “llaf. Al-Zanjani
misalnya, dia pada dasamya mengakui bahwa kerelaan merupakan landasan utama

orala bentuk perjanfian dalam mu‘amalah. Namun oleh karena kerelasn tersebut
bersifat tidak jelas dan abstrak, maka harus diwujudkan dalam benfuk konkrit yang
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Dari uraian di atas, pemikiran fugaha’ tentang rukun dan syarat
perjanjian ada yang semata-mata berdasar berpikir logis. Di sini fugaha’
tidak menunjuk dalil maupun memahami dari sebuah dalil. Pemikiran
mi seperti terlihat ketika fuqaha” mensyaratkan si ‘agid harus mem-
punyai kekuasaan atas ma'qud ‘alayh. Ada juga yang didasarkan atas
pola fa'lily, seperti ketika mereka mensyaratkan ma'qud ‘alayh harus
mawjud dan dapat diserahterimakan, sehingga tidak boleh menjual
sesuatu yang ma dum. Larangan ini didasarkan atas ‘illat gharar. Muncul-
nya pemikiran ini diderivasi dari beberapa hadits Nabi yang melarang
menjualbelikan sesuatu yang tidak jelas sifat dan bentuknya, seperti air
susu yang masih dalam kantong hewan, menjual buah-buahan sebelum
kelihatan kematangannya, dan lain-lainnya.

Dalam konteks kehidupan modern sekarang ini, khususnya dalam
rangka mengantisipasi perkembangan berbagai macam bentuk per-
janjian dalam dunia mu’amalah, nampaknya statement Imam al-Syatibi
dapat dijadikan landasan. Dia menulis: “al-asl fi al-"tbadat bi al-nisbah ia
al-mukallaf al-ta"abbud duna al-difat da al-ma’ani, wa asl al-adat al it ida
a-ma’ani™ (dalam masalah yang terkait dengan ibadah bila di-
hubungkan dengan orang mukallaf pada asalnya bersifat ta'abbudi (taken
Jor granted/ harus diterima apa adanya), tanpa boleh menggali makna
tersiratnya. Sedangkan dalam masalah yang berhubungan dengan adat
(mu’amalah termasuk di dalamnya) pada dasarnya harus lebih dilihat
dari makna kandungannya, dan bukan diterinma secara ta abbudi),

C. Kesimpulan

Seringkali, istilah iltizam (perikatan) secara maknawi diidentikkan
dengan hak syakhsi. Namun pengidentikan seperti ini menurut al-Zarga'
dipandang tidak tepat. Meskipun terdapat persamaan antara keduanya
seperti dalam unsur-unsur yang membentuk keduanya, namun ada sisi
perbedaannya seperti dalam fabi’'ah fjabiyyah (sifat yang bernilai positif)
dan salbiyyah (negatif) pada keduanya. Thabi'ah hag syakhsi bersifat fiabiy-
yah yang didasarkan atas tujuan agar dipenuhi tuntutan dan tidak

berupa fjab-gatnl yang menunjuldan unsur kerelaan tersebut. Al Zanjan, Takhri him.
62

% Abi Ishaq al-Syatiby, a-Muwafagat fi Ushud al-Ahkem, (Beirat: Dar al Filr, £h,),
him. 211,
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memenuhi pada salah satu pihak. Sementara tabi'ah iltizam bersifat
salbiyyah yang didasarkan atas pernikiran pemenuhan atau kebutuhan
dengan menyelesaikan janji dan tanggungan dari pihak lain. Jadi, antara
haq syakhsi dengan iltizam hanya terdapat hubungan saling timbal balik
(tagabul) sebagaimana antara memberi dan menerima. Para pemikir
hukum Islam tidak membuat bab khusus yang mengkaji tentang
perikatan, sumber dan efek yang ditimbulkannya, karena itu sumber-
sumber perikatan tersebut perlu dilihat kembali, apakah semua itu di-
akui sebagai sumber perikatan oleh syari'at Islam. Sumber-sumber ter-
sebut harus dikembalikan ke asas mantigy (dasar logika).

Adapun perjanjian (‘agd) bermacam-macam pengertiannya, ter-
gantung dari perspektif yang digunakan. Menurut terminologi fugaha’,
‘agd adalah irtibat fjab bi qabul ‘ala wajhin masyru® yathbut atharuh fi
mahallit (hubungan antara fiab-gabul menurut aturan yang digariskan,
dan efeknya terwujud di tempatnya). Adapun dalam istilah perundang-
undangan, ‘agd adalah ittifag iradatayn “ala insya” haggin aw “ala naglih aw
‘ala inha'ih (kesepakatan dua kehendak untuk mewujudkan suatu hak,
atau memindahkannya, atau mengakhirinya). Demikian juga, jenis dan
bentuk perjanjian terbagi menjadi bermacam-macam tergantung sudut
pandang yang digunakan. Ada kemungknan satu bentuk perjanjian
diberi sifat lebih dari satu, sehingga melahirkan satu bentuk perjanjian
yang masuk lebih dari satu jenis pembagian.[]
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